BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap asas fair use dalam ceramah
keagamaan yang disebarluaskan dalam media sosial yang dikaitkan dengan
hak eksklusif berdasarkan UUHC, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ceramah keagamaan diakui sebagai karya intelektual yang
dilindungi oleh hak cipta, asalkan mencakup hasil pemikiran,
kreativitas, dan orisinalitas dari penceramah. Menurut UUHC,
sebuah ciptaan adalah hasil dari inspirasi dan kreativitas yang
diekspresikan dalam bentuk nyata. Ceramah, sebagai bagian dari
bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam kategori ini apabila
mengandung analisis, interpretasi, dan penyusunan materi yang
kreatif olen penceramah. Ceramah keagamaan yang hanya
mengulang isi kitab suci tanpa tambahan interpretasi atau
analisis tidak dapat dikategorikan sebagai karya intelektual
yang dilindungi hak cipta. Namun, ceramah yang mencakup
interpretasi dan penyampaian orisinal dari penceramah tetap
dilindungi. Uji orisinalitas diperlukan untuk memastikan bahwa
ceramah tersebut bukan hasil peniruan, melainkan karya asli yang
menunjukkan Kkreativitas penceramah. Pasal 32 UUHC menyatakan
bahwa orang yang melakukan ceramah tanpa menggunakan bahan
tertulis dan tanpa pemberitahuan siapa penciptanya dianggap
sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Ini menunjukkan
pentingnya bukti orisinalitas untuk mengklaim sebuah karya
sebagai ciptaan.

2. Dalam konteks ceramah keagamaan, hak eksklusif, terutama hak
ekonomi, memberikan kontrol kepada pemegang hak cipta atas
produksi, distribusi, dan penggunaan karya mereka. Disisi lain,
dalam prinsip fair use memungkinkan penggunaan karya tanpa izin
untuk tujuan tertentu seperti pendidikan atau kepentingan umum.

Ceramah keagamaan, yang dilindungi oleh hak cipta, sering kali
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bersumber dari kitab suci yang merupakan public domain dan
bertujuan untuk pendidikan serta peningkatan pengetahuan agama.
Pasal 44 UUHC menyatakan bahwa ceramah yang digunakan untuk
tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak melanggar hak cipta
jika sumbernya dicantumkan. Prinsip fair use dalam UUHC
mengatur pengecualian tertentu yang memungkinkan penggunaan
karya tanpa izin, mempertimbangkan tujuan penggunaan, sifat
karya, proporsi yang digunakan, dan dampak ekonomi. Penggunaan
ceramah keagamaan untuk tujuan non-komersial termasuk dalam
ruang lingkup fair use. Sementara itu, ceramah yang bersumber dari
kitab suci atau petuah tokoh agama tidak dianggap sebagai karya
intelektual manusia dan tidak dilindungi hak cipta. Hak eksklusif
pencipta tetap harus dihormati, termasuk mencantumkan
sumber asli dalam penyebaran ceramah. Pembatasan waktu ini
bertujuan untuk memastikan fungsi sosial dari hak cipta, sehingga
masyarakat luas dapat menikmati karya tersebut setelah jangka
waktu tertentu.

. Penyebaran konten tanpa izin oleh pihak ketiga sering kali terjadi,
menimbulkan masalah pelanggaran hak cipta. UUHC seharusnya
memberikan perlindungan hukum bagi karya intelektual, termasuk
ceramah keagamaan, dengan mengatur hak eksklusif pencipta atas
penggunaan dan penyebaran karyanya. Namun, penyebaran
melalui media sosial juga dapat menimbulkan risiko, seperti
penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, serta
pelanggaran privasi dan keamanan penceramah. UUHC mengatur
bahwa pengumuman ciptaan, termasuk ceramah keagamaan,
harus dilakukan dengan izin pencipta untuk melindungi hak
moral dan ekonomi pencipta. Pencipta berhak mendapatkan
pengakuan dan perlindungan atas karya mereka, serta
memiliki hak eksklusif atas penggunaan ekonomis ciptaan
tersebut. Pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan tanpa

izin untuk tujuan komersial, merupakan tindak pidana yang
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diatur dalam UUHC. Selain itu, plagiarisme dalam konteks
ceramah keagamaan di media sosial merupakan masalah serius
yang melanggar hak moral dan ekonomi pencipta asli.
Plagiarisme merugikan dunia pendidikan dan masyarakat luas, serta
mengurangi kepercayaan terhadap konten keagamaan di media
sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan sumber asli
dan memberikan kredit kepada pencipta untuk menghindari
plagiarisme dan menjaga integritas informasi yang disebarkan.
Pencipta ceramah keagamaan dapat mengajukan gugatan dan juga
menuntut sanksi pidana terhadap pelanggaran dari ciptaannya.
Sanksi hukum diharapkan dapat mencegah dan menghentikan
praktik plagiarisme, serta memastikan perlindungan hak cipta

secara efektif.

5.2 Saran
Berdasarkan analisis tersebut terdapat beberapa saran yang dapat
disampaikan terhadap permasalah hukum tersebut, yakni:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan yang
lebih rinci mengenai batasan-batasan asas fair use dalam undang-
undang hak cipta. Penjelasan yang terperinci ditujukan agar
masyarakat dapat memahami dengan jelas jenis ciptaan apa yang
melanggar hak cipta dan mana yang dilindungi oleh asas fair use.
Dengan ini, pencipta akan lebih terlindungi, sementara pengguna
karya cipta dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan karya
orang lain. Selain itu, ini juga akan membantu mengurangi masalah
hukum terkait pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa prinsip
fair use tidak disalahgunakan. Pemerintah diharapkan dapat
menyusun panduan yang komprehensif dan mudah dipahami
mengenai penerapan asas fair use, dan menerapkan doktrin dan juga
konvensi yang terkait. Hal ini ditujukan demi keseimbangan antara
perlindungan hak cipta dan aksesibilitas publik terhadap karya
kreatif.
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2. Selain itu, perlu untuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap
penyebaran ciptaan yang termasuk dalam fair use namun
disalahgunakan oleh pihak ketiga, terutama ketika digunakan secara
komersial melalui Informasi dan Transaksi Elektronik atau media
sosial. Meskipun asas fair use memberikan kelonggaran untuk
penggunaan ciptaan dalam konteks tertentu, seperti pendidikan dan
penelitian, sering kali terjadi penyalahgunaan di mana pihak ketiga
mengambil keuntungan komersial tanpa izin dari pencipta asli.
Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih ketat dan jelas,
serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
Langkah ini termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar
dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak cipta dan batasan
fair use. Dengan demikian, hak ekonomi dan moral para pencipta
tetap terlindungi, sementara publik tetap dapat mengakses dan

memanfaatkan karya secara adil dan sah.
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